





Tahun 2014 kemarin, sehingga kita termasuk dalam golongan orang yang
beruntung. Ariiin...

Wassulamu’alaikum Wr. Wh.

Rembang, 25 Juni 2014 .
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PENDAPAT
FRAKSI KARYA SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN REMBANG

At3s

Hasil Pembahasan Raperda
rertangdungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Peridapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014

Visampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Rembang
Hari Kamis, 25 Juni 2015
Juru Bicarg : CATUR WINANTO, SH



Assalamu’alaikum Wr. Wb.

* Yang terhormat Sdr Bupati Rembang.

e Yang terhormat Sdr Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten
Rembang.

* Yanz terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah

Kabupaten Rembang.
e Yang terhormat Sdr Sekretaris Daerah, Asisten SEKDA dan
Kepala Bagian SETDA Kabupaten Rembang.

e Yang terhormat Sdr Para Kepala Dinas, Badan, Kantor lan
Instansi Kabupaten Rembang

* Yang terhormat Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

* Yang terhormat Sdr Camat dan para hadrin yang berbahagia.

Mengawali acara ini, perkenankanlah kami Fraksi Karya
Sejahtera DPRD Kabupaten Rembang memarjatkan puji dan
syukur kehadirat Alloh SWT, yang telalk. melimpahkan rohmah
dan berkah kepada kita semua hingga bisa menghadiri
pertemuan yang berbahagia ini.

Para anggota Dewan dan hadirin sekalian.

Setelah melakukan pembahasan yang cukup hangat dalam
Rapat Kerja Komisi dengan SKPD maupun BiadanAnggaran,
tibalah <caatnya Fraksi Karya Sejahtera DPRD Kabupaten
Rembang menyampaikan pendapat akhir atas Hasil Pembahasan
Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun

Anggaran 2014, yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati
beberapa waktu yang lalu.
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Secara umum, pelaksanaan APBD 2014 telah berjalan
dengan baik dan kami menyampaikan terima kasih kepada
semua kalangan, baik jajaran pemerintah maupun semua
lapisan masyarakat yang telah mendukung mewujudkan
pernbangunan di wilayah Kabupaten Rembang. . Tetapi ada

beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian Kita,
khususnya jajaran Pemerintah Kabupaten Rembang sbb:

. Pada TA 2014, terdapat SiLPA yang jumlahnya lebih dari Rp.
200 milyar. Ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran
belanja rendah, pembangunan tidak maksiinal atau bisa
dikatakam Pemerintah Kabupaten Rembang belum sungguh-
sungguh bekerja. Malahan kalau kita perhatikan mulai TA
2012, setiap tahun angka SILPA semakin meningkat.
Sehubungan ini Fraksi Karya Sejahtera DPRD Kabuppten
Rembang minta dengan hormat, kedepan Pemerintah
Kabupaten Rembang lebih giat bekerja.

2. Sehukungan dengan butir 1, TA 2015 sudah berjalan 6 bulan,
namur: belum nampak geliat pembangunan, khususnya
pembzngunan infrastruktur. Kejadian ini menjadikan
kerugian warga masyarakat Kabupaten Rembang. Bangunan
milik pemerintah, jalan dan jembatan yang rusak tidak bisa
dipe.baiki, para rekanan dan karyawannya menangis karena
tidak mendapatkann lapangan pekerjaan. Maka dari itu mari
kita cari solusi agar hal ini tidak membawa kerugian lebih
lanjut.

3. Mengenai pengangkatan Pjs. Direktur Utama PDAM Kabupaten
Rembang, Fraksi Karya Sejahtera DPRD Kabupaten Rembang
berperdapat hal ini tidak aca dasar hukumnya. Maka kami



minta perhatian Sdr. Bupati, agar kadepan tidak terjadi hal-
hal yang tak diinginkan.

4. Pada TA 2014, bisa dilihat bahwa penyerapan anggaran
belanja pegawai masih rendah. Menurut SKPD yang
bersangkutan hal ini terjadi karena kekeliruan perencanaan.
Maka kami minta agar ketika menyusun rencana kerja diteliti
dengan cermat.

5. Satpol. PP (Satuan Polisi Pamong Praja) merupakan pasukan
penting Pemerintah Kabupaten Rembang, namun sayang
sampai saat ini belum memiliki gedung/kantor yang
rnemadai. Maka kami berharap dengan sangat, pada tahun ini
Pemerinah  Kabupaten Rembang  bisa membangun
gedung/kantor Satpol PP. |

Anggota Dewan dan hadirin yang terhormat.

Inti dari pembicaraan ini, Fraksi Karya Sejahtera DPRD
Kabupaten Rembang “bisa menerima” Rancangan Perda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014
untuk ditetapkan m2njadi Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang.  Sebelum turun dari mimbar ini, Fraksi Karya
Sejahtera DPRD Kabupaten Rembang mengingatkan bahwa
tahun 2015 ini merupakan tahun yang rawan. Insyaalloh pada
tanggal 9 Desember 2015, kita punya kerja Pemilihan Bupati &
Wakil Bupati Rembar.g. Maka marilah kita bersama menjaga

situasi cdan kondisi wilayah dan saling menjaga kerukunan.
Semoga tidak terjadi halangan apapun.



Akhirnya bila ada tutur kata yang keliru dan tidak
berkenan dihati, kami minta maaf yang sebesar- besarnya.

Semoga Alloh SWT senantiasa memberi kekuatan dan berkah

kepada kita semua untuk melaksanakan kewajiban -membangun
Kabupaten Rembang tercinta ini.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Ketua 'f Sekretaris,

c/ of

e TSMAR!, SH - /14 JOKO SUPRIHADI, SH.



FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PENDAPAT AKHIR
TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNG}AWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN 2014

Dibacakan Oleh : Sukarma’in

Yang Terhormat,

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Plt. Bupati Bupati Rembang,

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Sckretaris DPRD Staf Ahli Bupati, Asisten Sckda, Kepala
Di'1;_ls/i'\nclzanr’Knmc')r/li;ngim-]/lnsr;msi Vertikal se Kabupaten Rembang.

Camat se Kabupaten Rembang

Ketua KPUD Kab. Rembang, Ketua Ormas, Parpol, 1.SM Kab. Rembang dan

hadirin yang herbahagia.
Assala:mu’zlaikam Wi Wo.

Syukur Althamchlillah kira nanjatkan kehadirar Allah SWT aras limpahan
Rahmar: serta KaruniaNya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan
Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD T.A 2014 dalam keadaan sehar.



Piinpinan dan hadirin yang berbahagia,

Trending topic- pada pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Auglaran rendapatan dan Belanja Jaerab Rabupaten Rembavg 1A 20i5
adalah besarnya SILPA yang mencapai Rp. 209.583.528.065,55. Secara makro,
sesuai jawhan Bupati. hesarnya komponen SHPA adalah suatu hal vang
wajar dan bukan merupakan kejadian luar biasa dalamr sebuah penganggaran.
Kami dari Fraksi Harapan berpendapat hahwa -

A. Penganggaran adalah suatu hal vang jelas dan terukur. Perencanaan

dimulai dari unit terkecil di masing-masing satuan kerja berdasarkan
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wobutulian o JELIRCH TS Leldigien Ldlal Lalead svdaniilaly, Jailg VL,
seperti ~ealisasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, jumlah pegawai
atau standarisasi harga.

b. Jika terdapat asumsi-asumsi atau fakta-fakta vang berbeda, maka dapat

disesuaikan dalam APBD Perubahan. Pembahasan APBD Perubahan

lalesazadan hunya beberaps bubun scbelum tubun snpearan berakhir
diladanakan hanya beberapa bulsn scbelum tahun anggaran berakhir,

Pada saat itu, tentunya asumsi-asumsi yang digunakan lebih dekat dengan
realitas yang ada.
Kami selala mendorong upaya pemerintah untuk bekeerja lebibh cermart dan

berhati-hati dalam menyusun perencanaan anggaran. Upaya tersebut adalah
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pendapatan dan belanja daerah untuk sebesar-besarnya  kemakmuran



masyarakat. Kami meyakini bahwa kita akan kehilangan wakm untuk

mernakmurkan masyarakat dan melakukan percepatan pembangunan jika
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Pimipinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,
Demikianiah pendapar akhir dari Fraksi Harapan, kami menyetujui Raperda

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 untuk ditetapkan
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Wassalzamu afatbum Warahmaruffahi Wabarakatuh.
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FRAKSI HARAPAN
DPRD KAB. REMBANG

Wakil Ketua P
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

JI. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

e e e
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PEENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 pasal 65
ayat (1) huruf (d) Kepala Daerah menyusun dan mengajukan
rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,dan
rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama :

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
pada huruf a memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ;

C. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b perlu

menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang .

Ms=ngingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hzk Atas Tanah dan Bangunan ;

4. Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Eersih dan Bebas dari Korupsi,
Knlosi dan Nepotisme ;

S. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ;



6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberdaharaan
Negara ;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ¢entang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

9 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang, Perimbangan
Keuangarn antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah ;

11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan ;

12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Jndang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Afas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ;

13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah ;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dzerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;

17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akutansi Pemerintah ;

18.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

19.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah ;

20.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

21.Peraturan Femerintahh Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;

22.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah :



Memgerhatikan :

Menetapkar
PERTAMA

KEDUA

23.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah :

24 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-Undangan ;

25.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Femerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah,
Kepada . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat ;

26.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: '

27.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah ; :

28 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Dzerah;

29.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Fokok- Pokok Pengelolaan Daerah :

30.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014.

31.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

1. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang pada
tanggal 25 Juni 2015 ; .

2. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang tanggal 25 Juni 2015:

3. Pembicaraan-pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daersh Kabupaten Rembang tanggal
25 Juni 2015.

MEMUTUSKAN :

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun
Anggaran 2014 beserta lampiran-lampiranya untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah sebagaimana terlampir ;

Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana Diktum
PERTAMA Keputusan ini kepada Bupati Rembang ;



KETIGA

KEEMPAT

Memberikan Rekomendasi kepada Bupati sebagaimana laporan
Badan Anggaran untuk ditindak lanjuti ;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 Juni 2015

DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
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BUPATI REMBANG

SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA ACARA PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS

- HASIL PEMBAHASAN RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN REMBANG

TAHUN ANGGARAN 2014
Tanggal, 25 Juli 2015

e e e —————
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Yth. - Ketua DPRD Kabupaten Rembang :

Ykh. - Para Ketua Komisi dan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang ;

Ykh. - Rekan-Rekan Forkopimda Rembang :

Ykh. - Para Asisten Sekda dan Kepala SKPD se
Kab. Rembang ;

Ykh. - Para Camat dan Hadirin sekalian yang
berbahagia.
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Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah
terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur
Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang
Maha Kuasa, atas segala limpahan Rahmat dan
Ridho-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna
Terakhir DPRD, dalam rangka
“Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angagaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

3 Rembang Tahun Anggaran 2014” dalam keadaan
é | sehat walfiat.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pada kesempatan yang baik ini ijinkanlah say3
menyampaikan ucapan terima kasih kepada
pimpinan dan segenap anggota dewan yan4
terhormat, yang telah memberikan dukungan dan
kerjasama yang baik dalam rangka melaksanakan
berbagai program dan kegiatan pembangunan di
Kabupaten Rembang. Oleh karena itu sesuai
dengan arah kebijakan umum dan prioritas
pembangunan yang telah disepakati bersama antara
eksekutif dan Legeslatif, maka akhir Tahun
Anggaran 2014, kami menyampaikar
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, seperti



3
yang telah kami sampaikan pada sidang penganiar

Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014
lalu, yang merupakan tahap akhir dari siklus
anggaran yang memuat data realisasi pelaksanaan
anggaran, sebagai cerminan dari hasil-hasil yang
telah dicapai dan sekaligus mernberikan gambaran
mengenai berbagai kendala yang dijumpai dalam
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Seperti yang telah kami sampaikan pada
pengantar Nota Keuangan Laporan
Pertanggungjawabar Pelaksanaan APBD
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014, bahwa
dari rencana Pendapatan Daerah sebesar
Rp.1.384.690.314.469,00 (Satu trilyun tiga ratus
delapan puluh empat milyar enam ratus semb.lan
puluh juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus
enam puluh sembilan rupiah) dapat direalisasikan
sebesar Rp. 1.329.587.756.593,37 (Satu trilyun tiga
ratus dua puluh sembilan milyar lima ratus delapan
puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu
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4
lima ratus sembilan puluh tiga koma tiga puluh

tujuh rupiah) atau 96,02%. Belanja Daerah dari yang
direncanakan sebesar Rp.1.540.612.631.176,00
(Satu trilyun lima ratus empat puluh milyar enam
ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu
seratus tujuh puluh enam rupiat) direalisasikan
sebesar Rp. 1.275.908.646.560,06 /Satu trilyun dua
ratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus delapan
Jjuta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus
enam puluh koma enam rupiah) atau 82,82%
Sedanykan  Pembiayaan yang direncanakan
sebesar Rp. 167.086.316.707,00 (Seratus enam
puluh tujuh milyar delapan puluh enam Juta tiga
ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah)
realisasinya sebesar Rp.167.066.868.874,34
(Seratus enam puluh tujuh milyar enam puluh enam
Jjuta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan
ratus tujuh puluh empat koma tiga puluh empat
rupiah) atau 99,99%. Sedangkan sisa lebin
pembiayaan angqgaran tahun berjalan sebesar Rp.
209.583.528.065,55 (Dua ratus sembilan milyar lima
ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh

delapan ribu enam puluh lima koma lima puluh lima
rupiah).



Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Laporan keterangan pertanggung jawaban yang
saya sampaikan ini merupakan gambaran umum
pelaksanakan program prioritas dan strategis
selama tahun anggaran 2014 dalam mencapai visi
dan misi pemerintah Kabupaten Rembang.

Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia
ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten
Rembang dengan segala kerendahan dan ketulusan
hati, kami menyampaikan ucapan terima kasih
kepada Ketua beserta seluruh pimpinan dan
anggota DPRD Kabupaten Rembang atas sega'a
dukungan dan kerjasama yang baik selama ini.
Kemajuan dan keberhasilan yang telah kita capai ini
merupakan buah karya dan hasil kerja keras kita
bersama. semoga amal ibadah saudara dan kita
semua akan mendapat imbalan pahala yang
melimpah dari Allah Subhanahu Wata'ala. Amin.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,
Demikian telah saya sampaikan Pendapat Akhir
Rapat Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
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2014. Dan selanjutnya ditetapkan  menjadi

Peraturan Daerah.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa
memberikan  bimbingan dan kemudahan dalam

membangun Kabupaten Rembang yang lebih baik.
Sekian, terima kasih

Wassalamu’alaikum Wr. We.

Bupati Rembang

77??%/

H ABDUL HAFIDZ




